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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000
1. Definisi Mutu

Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit
untuk di ukur. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan
dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada
dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana
cara menciptakan institusi yang baik.

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga
diri. Mutu adalah agenda utama dan menigkatkan mutu merupakan tugas
yang paaling penting.!

Mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan
melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutu didefinisikan
sebagai (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat.

Mutu (kualitas) meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan. Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.

Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah.*

L Edward Sallis, “Total Quality Management In Education Model, Teknik, dan Implementasinya ”,
(Yogyakarta, Penebit : IrciSoD, 2015), hal : 23.

2 |bid, Hal : 46.

3 http://kbbi.web.id/mutu/2016/10/10 Diakses pada 10 Oktober 2016, jam 12.51 wib.

4 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, “TQM : Total Quality Management”, (Yoyakarta, Penerbit :
Andi, 2000), hal 03.
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Sedangkan Jerome S. Arcaro menyatakan bahwa “mutu adalah
sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.’

Edwards Deming mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian pasar
atau yang dibutuhkan konsumen itu seperti apa? Perusahaan yang
memiliki mutu (kualitas) adalah perusahaan yang dapat menguasai
bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen.®

Philips B Crosby berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan
apa yang diisyaratkan. Sebuah produk dapat memiliki mutu atau kualitas,
apabila sesuai dengan standarisasi mutu tersebut mencakup bahan baku
sebuah produk dan mutu setelah menjadi barang jadi.”

Berdasarkan definisi mutu yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa mutu adalah segala yang mampu memenuhi keinginan
atau kebutuhan pelanggan, sehingga memberikan kepuasan atas
penggunaan suatu produk. Suatu lembaga pendidikan dikatakan berhasil
jika “hasil” dari lembaga pendidikan tersebut mampu memberikan
kebutuhan atau kepuasan melebihi yang diharapkan pelanggan baik secara

internal maupun eksternal.

5 Jerome S. Arcaro, “Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah

Penerapan”, (Yogyakarta, Penerbit : Pustaka Pelajar, cet IV), hal : 75.

6 Uswatun Khasanah, “Pengertian Mutu Menurut Para Ahli dan Para Pakar”, 20 Oktober 2016,

jam 01.39 WIB, http://www.mediapusat.com/2013/12/18/pendidikan/pengertian-mutu-
menurut-para-ahli-dan-para-pakar.html

7 Uswatun Khasanah, “Pengertian Mutu Menurut Para Ahli dan Para Pakar”, 20 Oktober 2016,

jam 01.39 WIB,

http://www.mediapusat.com/2013/12/18/pendidikan/pengertian-mutu-menurut-para-ahli-dan-

para-pakar.html
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a. Definisi Manajemen Mutu

Manajemen mutu dapat dipahami sebagai filosofi perbaikan tanpa
henti hingga tujuan organisasi dapat dicapai dan dengan melibatkan
segenap komponen dalam organisasi tersebut.®

Kaizen dalam buku Total Quality Management In Education
mendefinisikan “manajemen mutu sebagai proyek kecil yang berupaya
untuk membangun kesuksesan, kepercayaan diri, dan mengembangkan
dasar peningkatan selanjutnya”.’

Willy Susilo mendefinisikan manajemen mutu sebagai ‘“upaya
sistematis melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan atau
pengendalian serta tindak lanjut terhadap semua unsur organisasi, baik
internal maupun ecksternal yang tercakup dalam dimensi material,
metode, mesin, dana, manusia, lingkungan, sasaran mutu yang telah
ditetapkan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk
masa sekarang maupun di masa mendatang”.'*

Pada dasarnya, manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai suatu

cara meningkatkan performance secara terus menerus (continues

performance improvement) pada setiap level operasi atau proses, dalam

8 Edward Sallis, “Total Quality Management In Education Model, Teknik, dan Implementasinya”,
IRCiSoD, Yogyakarta, 2005, hal : 64.

9 Edward Sallis, “Total Quality Management In Education Model, Teknik, dan Implementasinya”,
IRCiSoD, Yogyakarta, 2005, hal : 65.

0 Willy Susilo, “Audit Mutu Internal : Panduan Praktisi Manajemen Mutu dan Auditor Mutu
Internal”, PT Vorqgi Statama Binamega, 2003, Cet |, hal : 9-10.
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setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan SDM
modal yang tersedia.'!

Berdasarkan beberapa definisi tentang manajemen mutu, maka
dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu merupakan suatu aktivitas
dan fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan
kebijaksanaan mutu dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya
melalui alat-alat seperti perencanaan mutu (quality planning),
pengendalian mutu (quality control), jaminan mutu (quality assurance),
dan peningkatan mutu (quality improvement), dalam memenuhi
kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk

masa yang akan datang.

b. Definsi Sistem
Sebelum membahas definisi sistem manajemen mutu,penulis akan
menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi sistem. Sistem merupakan
sebuah kesatuan yang utuh dengan bagian-bagiannya yang tersusun
secara sistematis yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain, dan
yang sesuai dengan konteksnya.!> Sedangkan Azhar Susanto menyatakan
bahwa sistem adalah kumpulan atau group dari

subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang

11 Vincent Gaspersz, “Total Quality Management”, Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal : 06.
2 Made Pidarte, “Manajemen Pendidikan Indonesia”, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal : 25.
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saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis
untuk mencapai satu tujuan tertentu.'3

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan bagian-
bagian atau sub sistem - sub sistem yang disatukan dan dirancang untuk
mencapai suatu tujuan.
Definisi Sistem Manajemen Mutu

Sistem manajemen mutu menurut Vincent Gaspersz adalah :

“Sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar
untuk manajemen sistem yang menjamin kesesuaian dari suatu proses
dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu.

Kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan oleh pelanggan atau

organisasi”.!4

Sistem manajemen mutu mendefinisikan bagaimana organisasi
menerapkan praktek-praktek mutu secara konsisten untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan dan pasar. Terdapat beberapa karakteristik umum
dari sistem manajemen mutu :

a. Sistem manajemen mutu mencakup suatu lingkup yang luas

dari aktivitas-aktivitas dalam organisasi modern. Kualitas atau
mutu dapat didefinisikan melalui lima pendekatan utama : 1).
Trancendent Quality adalah suatu kondisi ideal menuju

keunggulan, 2). Product BasecQuality adalah suatu atribut

13 Azhar Susanto, “Sistem Informasi Akuntansi”, Lingga Jaya, 2013, hal : 22.

14 Merupakan definisi dari standar 1ISO 9000 untuk Sistem Manajemen Kualitas (Quality
Management System, QMS) yaitu : “struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur,
proses-proses, dan sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen kualitas atau mutu”.
Vincent Gaspersz, “Total Quality Management”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet Ill, hal
: 268.
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produk yang memenuhi kualitas, 3). User Based Quality
adalah kesesuaian atau ketepatan dalam penggunaan produk
(barang dan/atau jasa), 4). Manufacturing Based Quality
adalah kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan standar,
dan 5). Value Based Quality adalah derajat keunggulan pada
tingkst harga yang kompetitif.

Sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dari proses
kerja. Hal ini sering mencakup beberapa tingkat dokumentasi
terhadap standar-standar kerja.

Sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan
kesalahaan sehingga bersifat pro aktif, bukan pada deteksi
kesalahan yang bersifat reakttif.

Sistem manajemen mutu mencakup elemen-elemen : tujuan
(objectives), pelanggan (costumers), hasil-hasil (out puts),
proses-proses  (processes), masukan-masukan  (inputs),
pemasok (suppliers), dan pengukuran untuk umpan balik dan
umpan maju (measurements for feedback and feed forward).
Dalam akronim bahasa Inggirs dapat disingkat menjadi :
SIPOCOM,- suppliers, inputs, processes, outputs, costumers,

obcetives, measurements.!’

15 Vincent Gaspersz, “Total Quality Management”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,

hal : 268-269.
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Dari definisi yang telah dikemukakan di atas mengenai sistem
manajemen mutu, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem manajemen
mutu merupakan suatu prosedur sistematis yang dilakukan oleh suatu
organisasi perusahaan atau lembaga pendidikan untuk menerapkan
manajemen mutu dalam rangka menjamin kesesuaian suatu produk dan
organisasi atau perusahaan tersebut terhadap kebutuhan atau persyaratan

yang ditentukan pelanggan atau organisasi secara konsisten.

Model Proses Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000
Model proses ISO 9001:2000 terdiri dari 5 (lima) bagian utama
yang menggambarkan sistem manajemen organisasi, yaitu :
1. Sistem Manajemen Kualitas (Klausul 4 dari ISO 9001:2000)
Klausul ini lebih menekankan pada kebutuhan untuk
peningkatan  terus-menerus  (continual  improvement).
Manajemen organisasi harus menetapkan langkah-langkah
untuk implementasi sistem manajemen mutu [SO 9001:2000.
2. Tanggung Jawab Manajemen (Klausul 5 dari ISO 9001:2000)
Klausul ini lebih menekankan pada komitmen dari
manajemen puncak menuju perkembangan dan penigkatan
sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Klausul ini juga
memaksa keterlibatan manajemen puncak dengan kebutuhan-
kebutuhan pelanggan, menetapkan kebijakan untuk mutu,

menetapkan  tujuan-tujuan  mutu, perencanaan  sistem
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manajemen mutu, menetapkan tanggung jawab dan wewenang
organisasi, mengangkat secara formal seseorang yang
mewakili manajemen dan menjamin proses komunikasi
internal yang tepat, serta harus melakukan peninjauan ulang
sistem manajemen mutu.

Manajemen Sumber Daya (Klausul 6 dari ISO 9001:2000)

Klausul ini menyatakan bahwa suatu organisasi harus
menetapkan dan memberikan sumber daya-sumber daya yang
diperlukan secara tepat, personel yang bertanggung jawab
dalam melaksanakan tugas harus didefinisikan dalam sistem
manajemen mutu ISO 9001:2000 serta memiliki kompetensi
yang berkaitan dengan pendidikan yang relevan, pelatihan,
ketrampilan, dan pengalaman.

Realisasi Produk (Klausul 7 dari ISO 9001:2000)

Klausul ini menyatakan bahwa organisasi harus
menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah
pengendalian, agar memenuhi persyaratan produk.

Analisis, Pengukuran, dan Peningkatan (Klausul 8 dari ISO
9001:2000)

Menurut klausul ini, organisasi harus menetapkan
rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran,
pemantauan, analisis, dan peningkatan yang diperlukan agar

menjamin kesesuaian dari produk, menjamin kesesuaian dari
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sistem manajemen mutu, dan menigkatkan terus-menerus

efektivitas dari sistem manajemen mutu.'6

Model Sistem Manajemen Mutu didasarkan pada proses yang

ditunjukkan gambar 1, yang menggambarkan hubungan proses yang

disajikan dalam klausul 4 sampai dengan klausul 8 dalam dokumen ISO

9001:2000. Gambar ini menunjukkan bahwa pelanggan memainkan

peran berarti dalam menetapkan persyaratan sebagai masukan (input).

Pemantauan kepuasan pelanggan menghendaki penilaian informasi yang

berkaitan dengan persepsi pelanggan tentang apakah organisasi atau

lembaga telah memenuhi persyaratan pelanggan.

Gambar 1. Model Proses Sistem Manajemen Mutu ISO
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16 VVincent Gaspersz, “ISO 9001:2000 and Continual Quality Improvement”, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2001, hal : 03.
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Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

9001:2000

Untuk memimpin dan menjalankan suatu organisasi atau lembaga
dengan sukses, para pemimpin (manajemen) hendaknya melakukan
dengan cara-cara yang sistematis dan jelas. Sukses dapat dihasilkan dari
implementasi dan pemeliharaan sebuah sistem manajemen yang
dirancang untuk perbaikan kinerja (performance improvement) secara

berkesinambungan.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 disusun berlandaskan 8
(delapan) prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini digunakan oleh top
management untuk membantu meningkatkan kinerja dari sebuah

organisasi atau lembaga. Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip dasar [ISO

9001:2000.

1. Fokus Pelanggan
Organisasi atau lembaga sangat tergantung pada
pelanggan. Karena itu, setiap organisasi atau lembaga harus
memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan baik
kebutuhan dan keinginan sekarang maupun yang akan datang.
2. Kepemimpinan
Pemimpin dari sebuah organisasi atau lembaga harus
menetapkan tujuan dan arah dari organisasi atau lembaga.

Selain itu, pemimpin dari organisasi atau lembaga harus
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menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-
orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai
tujuan-tujuan organisasi atau lembaga.
Keterlibatan Personel

Keterlibatan personel merupakan faktor yang penting.
Dengan melibatkan seluruh personel, manfaat yang diterima
organisasi atau lembaga akan lebih besar. Manfaat-manfaat
yang diperoleh apabila organisasi atau lembaga menerapkan
prinsip keterlibatan personel adalah :

e Orang-orang dalam organisasi atau lembaga menjadi
termotivasi, memberikan komitmen, dan terlibat.

e Orang-orang dalam organisasi atau lembaga menjadi
lebih giat dalam melakukan inovasi agar tujuan-
tujuan organisasi atau lembaga bisa tercapai.

e Orang-orang dalam organisasi atau lembaga menjadi
lebih bertanggung jawab terhadap kinerja mereka.

Pendekatan Proses

Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien,
apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan
dikelola sebagai suatu proses. Salah satu metode yang dipakai
untuk pendekatan proses adalah PDCA. PDCA secara singkat

dapat diuraikan sebagai berikut :
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e Plan : Terapkan tujuan dan proses yang diperlukan
untuk menyerahkan hasil yang sesuai dengan
persyaratan pelanggan.

e Do : Implementasi proses.

e Check : Memantau dan mengukur proses terhadap
kebijakan tujuan dan persyaratan bagi produk dan
laporkan hasilnya.

e Action : Lakukan tindakan perbaikan secara
berkelanjutan.

Pendekatan Sistem terhadap Manajemen

Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari
proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem, akan
memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi terhadap
organisasi atau lembaga.
Peningkatan Terus — Menerus

Penigkatan terus-menerus dari kinerja organisasi atau
lembaga secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari
organisasi atau lembaga. Penigkatan terus menerus dilakukan
untuk menigkatkan efektivitas organisasi atau lembaga dalam
memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi atau lembaga

tersebut.
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Pendekatan Faktual dalam Pembuatan Keputusan

Keputusan yang efektif adalah berdasarkan pada analisis
data dan informasi. Analisis data dan informasi berguna untuk
menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-
masalah mutu dapat terselesaikan secara efektif dan efisien,
harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
efektivitas implementasi manajemen mutu.
Hubungan Pemasok yang Saling Menguntungkan

Suatu organisasi atau lembaga dan pemasoknya adalah
saling menguntungkan, dan suatu hubungan yang saling
menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama

yang dapat menciptakan nilai tambah.!”

4. Pentingnya Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000

"Menghadapi gelombang globalisasi, terdapat dua pilihan bagi para

pelaku organisasi dan lembaga, yaitu masuk dalam arena kompetisi atau

keluar dari arena kompetisi. Kedua keputusan tersebut memiliki

konsekuensi yang sama beratnya. Memasuki iklim kompetisi dan

perdagangan bebas seperti itu, maka strategi kompetisi yang paling dapat

diandalkan oleh pelaku organisasi atau lembaga adalah strategi mutu.

17 Mulyono, “Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan”, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta,

2008, hal : 309-312.
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Setiap organisasi atau lembaga dalam konteks kompetisi global,
harus bersaing dengan para pesaing lokal dan global. Peningkatan
intensitas menuntut setiap organisasi atau lembaga untuk selalu
memperhatikan  dinamika kebutuhan, keinginan, dan preferensi
pelanggan serta berusaha memenuhinya dengan cara-cara yang lebih
efektif dan efisien dibandingkan para pesaingnnya.'®

Perhatian setiap organisasi atau lembaga tidak lagi hanya terbatas
pada produk saja, namun juga pada aspek proses, SDM, dan lingkungan.
Oleh karena itu, para pelaku organisasi atau lembaga harus terus
berusaha untuk mengembangkan konsepsi dan teknologi mutu sejalan
dengan trend globalisasi agar dapat memenangkan persaingan dalam
pasar global.

Penting tidaknya sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001 sangat
dipengaruhi tiga faktor, yaitu : manajemen, wilayah pemasaran, dan
tuntutan konsumen (pelanggan).'’

Sistem manajemen mutu (SMM) dengan pembakuan ISO 9001 bisa
diterapkan dalam bidang pendidikan. Menurut Sallis, di negara-negara
maju seperti Amerika Serikat, dan Inggris pemikiran untuk menerapkan
mutu model ISO telah dilakukan. Filosofi pendidikan mengatakan bahwa
mutu pendidikan harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Untuk

mengarah ke dalam pembakuan mutu pendidikan sebagaimana yang

18 Fandy Tjiptono, dan Candra G, “Service, Quality, & Statisfaction”, Andi Offset, Yogyakarta,
2006, hal : 115.

1% Vincent Gaspersz, “ISO 9001:2000 and Continual Quality Improvement”, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2001, hal : 95.
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dilakukan melalui sertifikasi ISO perlu ditetapkan terlebih dahulu apa
yang menjadi fokus penjaminan mutu.

Dalam upaya peningkatan mutu, pendidikan dipandang sebagai
lembaga produksi yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh para
pelanggannya. Mutu jasa yang dihasilkan ditentukan oleh sejauh mana
dia memenuhi kebutuhan pelanggan. Agar jasa yang dihasilkan itu secara
terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, maka feedback
dari pelanggan sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menentukan
derajat mutu yang harus dicapai.

Untuk mencapai derajat mutu yang diinginkan itu, lembaga
pendidikan hanya menggunakan SDM yang terdidik dan yang baik, serta
sistem pengembangan produksi jasa yang memiliki nilai tambah yang
memungkinkan pelanggan memperoleh kepuasan yang tinggi.

Penerapan sistem penjaminan mutu dalam manajemen mutu
pendidikan diharapkan dapat memperkecil jurang kesenjangan mutu
antar berbagai daerah. Lembaga pendidikan sebagai lembaga pelayanan
atau jasa, dituntut untuk memberikan jaminan mutu kepada pelanggan
eksternalnya yaitu masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Secara historis, perpustakaan merupakan institusi yang
dikembangkan untuk menyediakan sumber-sumber informasi dengan jasa
non nirlaba guna membantu mensukseskan sistem pendidikan nasional.
Perpustakaan diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan yang

tidak dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Sehingga melalui
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berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan, masyarakat diharapkan
dapat memiliki kemampuan dan terbebaskan dari keterbelakan informasi
dan ilmu pengetahuan yang telah berkembang.

Penilaian kelayakan dan kinerja yang dilakukan terus-menerus
dalam rangka melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan
peningkatan mutu perpustakaan tidak dapat dilepaskan dengan
manajemen, khususnya manajemen mutu perpustakaan. Semua fungsi
manajemen yang dijalankan oleh kepala perpustakaan diarahkan untuk
memberi kepuasan kepada user. Semua ini dilaksanakan agar
penyelenggara perpustakaan dapat memberi jaminan kepada para
pemustakanya bahwa jasa yang disediakannya adalah jasa layanan yang
bermutu.

ISO 9001:2000 dalam Iembaga jasa seperti perpustakaan
dikembangkan berdasarkan pada suatu model proses dengan
muenggunakan delapan prinsip manajemen mutu yang menunjang suatu
evolusi menuju lembaga perpustakaan yang baik dengan menekankan
pada kepuasan pemustaka.

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana
bisnis dan manajemen. Organisasi bisnis dan non bisnispun berlomba-
lomba mencanangkannya sebagai salah satu tujuan strategiknya,
misalnya melalui slogan-slogan seperti: “pelanggan adalah raja”,

“kepuasan anda adalah tujuan kami”, dan sejenisnya.
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Berdasarkan perihal tersebut, maka sistem manajemen mutu
dianggap sangat penting dalam dunia perpustakaan, karena perpustakaan
adalah sebuah wadah atau institusi penyedia sumber-sumber informasi
dan sarana belajar masyarakat. Apabila sistem manajemen mutu
bertujuan untuk memiliki relevansi terhadap perpustakaan, maka ia harus
memberi penekanan pada penyediaan mutu layanan terhadap tiap-tiap
pemustakanya. Sehingga lembaga perpustakaan dapat dikatakan berhasil
dalam memberi kepuasan kepada pemustakanya.?

Semua organisasi yang ingin mempertahankan keberhasilannya
harus berobsesi pada mutu.?! Mutu harus sesuai dengan persyaratan yang
diinginkan pelanggan. Mutu adalah keinginan pelanggan bukan
keinginan perpustakaan. Tanpa mutu yang sesuai dengan keinginan
pelanggan, perpustakaan akan kehilangan pemustakanya yang berakibat
bubarnya perpustakan tersebut. Oleh karena itu, sistem manajemen mutu

sangatlah diperlukan dalam dunia perpustakaan.

B. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah

1.

Definisi Pengelolaan
Dalam bahasa Inggris, management mempunyai pengertian yang
sama dengan pengelolaan yang berarti pengaturan atau pengurusan.??

Jika pengelolaan mempunyai arti yang sepadan dengan manajemen,

20 Edward Sallis, “Total Quality Management (TQM)”, Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hal : 86.
21 Usman Husaini, “Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan”, Bumi Aksara, Jakarta, 2006,

hal : 460.

22 Suharsimi Arikunto, “Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan”, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal : 30.
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selanjutnya Hani Handoko mengemukakan :  “Pengelolaan atau
manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan
sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan™.??

Nanang Fattah mengartikan manajemen sebagai “proses
merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya
organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara
efektif dan efisien”.?*

Berdasarkan definisi pengelolaan di atas, dapat diambil kesimpulan
bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang
dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan. Dalam hal ini pengelolaan lebih mengarah pada
pengelolaan perpustakaan, Jo Bryson yang dikutip oleh Lasa HS
mengartikan  pengelolaan  perpustakaan sekolah adalah ‘“upaya
pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi,
sistem dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen,
peran dan keahlian”.?®> Dalam pengertian ini ditekankan bahwa untuk

mencapai tujuan diperlukan sumber daya manusia dan sumber daya non

2 Hani Handoko, “Manajemen Edisi Kedua”, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hal : 08.
24 Nanang Fattah, “Landasan Manajemen Pendidikan”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004,

hal : 01.

% Lasa Hs, “Manajemen Pepustakaan”, Gama Media, Yogyakarta, 2005, hal : 03.
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manusia yang berupa sumber dana, teknik, fisik, perlengkapan, alam,
informasi, ide, peraturan-peraturan, dan teknologi. Sumber daya tersebut
dikelola melalui proses manajemen, meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang diharapkan
mampu mengeluarkan produk berupa barang atau jasa.

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, untuk mencapai
tujuan organisasi dibutuhkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan ini disebut fungsi pengelolaan
atau fungsi manajemen. Fungsi pengelolaan atau fungsi manajemen ini

akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

a. Perencanaan (Planning)

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran penting dalam
proses pencapaian tujuan suatu organisasi adalah fungsi perencanaan
(planning). Sesuai dengan pendapat George R Terry yang diterjemahkan
oleh J. Smith menyatakan bahwa “Perencanaan merupakan pemilihan
dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa
depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang
diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan”.?® Lasa HS dalam bukunya Manajemen Perpustakaan
mengemukakan bahwa ‘“Perencanaan merupakan aktivitas yang

menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan,

26 George R Terry (J Smith D.F.M. terjemahan), “Prinsip-Prinsip Manajemen”, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2000, hal : 46.
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bagaimana cara melaksanakannya, kapan pelaksanaannya, dan siapa yang
akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya”.?’

Menurut Siswanto, perencanaan adalah proses dasar yang digunakan
untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya.’® Dalam
hal ini, merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya
manusia (human resources), sumber daya alam (natural resources), dan
sumber daya lainnya (other resources) untuk mencapai tujuan. Sejalan
dengan pengertian tersebut, Hani Handoko menyatakan bahwa
“Perencanaan (planning) adalah a). Pemilihan atau penetapan tujuan
organisasi, b). Penentuan strategi, kebijaksanaan proyek, program
prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan”.?’

Berdasarkan batasan-batasan tentang perencanaan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses kegiatan
yang menentukan apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang
dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan yang
matang dan jelas dapat dijadikan sebagai pedoman dan standar kerja
dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Tanpa adanya perencanaan yang

baik, maka pelaksanaan dan perkembangan perpustakaan juga ikut

terhambat. Oleh karena itu, fungsi perencanaan sangat berpengaruh

27 Lasa Hs, “Manajemen Pepustakaan”, Gama Media, Yogyakarta, 2005, hal : 56.
28 Siswanto H.B. “Pengantar Manajemen”, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal : 42.
29 Hani Handoko, “Manajemen Edisi Kedua”, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hal : 23.
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terhadap keberhasilan fungsi manajemen lainnya dalam usaha mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu agar dapat
menghasilkan rencana yang efektif. Menurut Hani Handoko, ada empat
tahap dasar perencanaan’:

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan
dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau
kebutuhan organisasi atau kelompok kerja.

2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi
perusahaan atau organisasi dari tujuan yang hendak dicapai atau
sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian
tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana
menyangkut waktu yang akan datang. Pada tahap ini
memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik
yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala
kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu
diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam
mencapai tujuannya atau mungkin menimbulkan masalah.

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk

mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan

30 Hani Handoko, “Manajemen Edisi Kedua”, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hal : 79.
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meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk
pencapaian tujuan.

Perencanaan dapat berjalan dengan baik, apabila telah ditetapkan dan
persyaratan perencanaan juga diperhatikan. Menurut Djati Julitriarsa, ada
lima syarat perencanaan yang baik, yaitu: a). Berdasarkan alternatif, b).
Harus realistis, ¢). Rencana harus ekonomis, d). Rencana harus fleksibel,
dan ¢). Dilandasi partisipasi.®'

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan
khususnya dalam pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan
memperhatikan syarat-syarat dan langkah-langkah yang benar sehingga

rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Rencana-rencana yang telah disusun dapat terlaksana apabila
terdapat suatu organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut
dengan sukses. George R Terry yang diterjemahkan oleh J. Smith
mengemukakan: ‘“Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari
manajemen dilaksanakan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber
yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat

diselesaikan dengan sukses™.3?

31 Djati Julitriasta dan John Suprihanto, “Manajemen Umum Sebuah Pengantar”, BPFE-
Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hal : 31.

32 George R Terry (J Smith D.F.M. terjemahan), “Prinsip-Prinsip Manajemen”, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2000, hal : 73.
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Pengorganisasian menurut Hani Handoko adalah sebagai berikut:

“pengorganisasian (organizing) adalah: a). Penetuan sumber daya
dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, b).
Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja
yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan, c).
Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, dan d). Pendelegasian
wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk
melaksanakan tugas-tugasnya”.

Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen dalam suatu
lembaga. Penyatuan langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas. Proses pengorganisasian perpustakaan akan
dapat berjalan dengan baik apabila memililki sumber daya, sumber dana,
prosedur, koordinasi, dan pengarahan pada langkah-langkah tertentu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian
menyangkut penentuan pekerjaan, pembagian kerja, penetapan

mekanisme untuk mengkoordinasikan kegiatan.

Pelaksanaan (Actuating)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan, maka
langkah selanjutnya yang perlu ditempuh dalam manajemen adalah
mewujudkan rencana. Perwujudan dari sebuah rencana akan
mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana apabila dilakukan
tindakan untuk mencapainya. Langkah untuk mewujudkan rencana agar

mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana adalah pelaksanaan atau
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biasa disebut dengan actuating. George R Terry yang diterjemahkan oleh
J. Smith mengemukakan: “Actuating disebut juga gerakan aksi mencakup
kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan
melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan
pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai”.>

Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain
merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan,
dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap
karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan
peran, tugas, dan tanggung jawabnya.

Actuating sering disebut dengan berbagai nama, salah satunya
directing atau pengarahan. Siswanto menyatakan: “Pengarahan
merupakan suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan
intruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan”.?* Sedangkan Hani Handoko mengemukakan
bahwa: “Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau
mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus
mereka lakukan”.3

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengarahan adalah

upaya memberi petunjuk sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana

33 George R Terry (J Smith D.F.M. terjemahan), “Prinsip-Prinsip Manajemen”, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2000, hal : 17.

34 Siswanto H.B. “Pengantar Manajemen”, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal : 17.

35 Hani Handoko, “Manajemen Edisi Kedua”, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hal : 25.
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dengan sukses. Pengarahan dalam perpustakaan juga harus dilakukan
sesuai dengan berpedoman pada perencanaan yang telah ditentukan
sebelumnya, sehingga apa yang telah direncanakan dapat terlaksana

dengan efektif dan efisien.

d. Pengawasan (Controlling)

Fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi
pengawasan (controlling). Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan
pelaksanaan tujuan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Menurut George R Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip
Manajemen yang diterjemahkan oleh J. Smith, mengendalikan adalah
suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan
dilaksanakan.’® Pengendalian berorientasi pada obyek yang dituju dan
merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran
yang ingin dicapai.

Hani Handoko menyatakan: “Pengawasan (controlling) adalah
penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa
rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.3’

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan
merupakan suatu tindakan yang sedang atau sudah berjalan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan pengelolaan

perpustakaan digunakan untuk mengetahui aspek kegiatan yang

36 George R Terry (J Smith D.F.M. terjemahan), “Prinsip-Prinsip Manajemen”, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2000, hal : 166.
37 Hani Handoko, “Manajemen Edisi Kedua”, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hal : 25.
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dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pengawasan
yang dilakukan terhadap suatu kegiatan bukannya untuk mencari
kesalahan dari pekerjaan atau organisasi, namun merupakan pengukuran
dan koreksi terhadap semua aktivitas untuk mengetahui bahwa semua
tingkat tujuan telah benar-benar dilaksanakan.

Pengawasan mempunyai sasaran untuk melakukan pencegahan dan
atau perbaikan ketidaksesuaian atau perbedaan-perbedaan, kesalahan-
kesalahan, dan berbagai kelemahan dari suatu pelaksanaan tugas dan
wewenang. Pengawasan pengelolaan perpustakaan dapat digunakan
untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, dan kegagalan untuk
kemudian dilakukan kegiatan perbaikan dan mencegah terulang kembali
kesalahan-kesalahan, dan untuk menjaga agar pelaksanaannya tidak
berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ada tiga tipe dasar pengawasan menurut Hani Handoko, yaitu3®:

1. Pengawasan Pendahuluan (Feedforward Control)

Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi
kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dari
tujuan, dehingga memungkinkan koreksi sebelum kegiatan
terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif apabila informasi
yang didapat akurat dan tepat waktu dalam mengetahui

perubahan akan tujuan yang dicapai.

38 Hani Handoko, “Manajemen Edisi Kedua”, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hal : 361-362.
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2. Pengawasan yang Dilakukan Bersamaan dengan Pelaksanaan
Kegiatan (Concurrent Control)

Pengawasan ini dilakukan ketika kegiatan sedang
berlangsung sehingga dapat diketahui kendala dan kesulitan
yang muncul saat pelaksanaan. Dengan demikian, dapat dicari
solusi guna mengatasi kesulitan yang ada dan memperbaiki
kesalahan yang terjadi agar dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

3. Pengawasan Umpan Balik (Feedback Control)

Pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan selesai dengan
pengukuran terhadap hasil yang diperoleh. Penyimpangan atau
kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan digunakan sebagai
acuan agar tidak terjadi kesalahan serupa.

Pengelolaan perpustakaan tidak akan selalu berjalan dengan lancar,
maka dari itu perlu adanya kegiatan pengawasan. Ketiga jenis
pengawasan ini sangat diperlukan dalam peningkatan pengelolaan
perpustakaan. Pengelola harus mengetahui situasi dan kondisi agar dapat
memilih jenis pengawasan yang paling tepat, sehingga pencapaian tujuan

sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
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2. Perpustakaan Sekolah
a. Definisi Perpustakaan Sekolah

Sulistiyo Basuki menyatakan bahwa “Perpustakaan sekolah adalah
perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya
oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah
untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada
umumnya”.3’

Dalam Harrod’s Librarians’s Glossary and Reference Book,
perpustakaan sekolah didefinisikan sebagai “an organized collection of
books placed in a school for the use of teachers or pupils, but usually for
pupils. It may comprise books of reference and/or books for home
reading, and be in the care of a professional librarian, or teacher
librarian”. “Perpustakaan sekolah merupakan koleksi buku yang
diorganisasi dan ditempatkan di sekolah untuk digunakan oleh gurudan
murid, biasanya oleh murid. Terdiri dari buku referensi dan buku yang
dapat dipinjam untuk dibaca di rumah dan dikelola oleh pustakawan
profesional, guru, atau guru pustakawan”.*

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7329:2009 mendefinisikan

perpustakaan sekolah sebagai:

“Perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di
lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian

integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat

39 sulistiyo Basuki, “Pengantar llmu Perpustakaan”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991,
hal : 50-51.

40 Harrod, Leonard Montaque. Ray Prytherch, “Harrod’s Librarians’s Glossary and Reference
Book”, Gower Publishing, England, 1990.
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sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah

yang bersangkutan”.#!

Menurut Ibrahim Bafadal, “Perpustakaan sekolah adalah kumpulan
bahan pustaka, baik berupa buku-buku, maupun bukan buku yang
diorganisasi secara sistematis dalam suatu ruangan sehingga dapat
membantu siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar di sekolah”.4?

Berdasarkan beberapa definisi di atas tentang perpustakaan sekolah,
maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah merupakan unit
kerja dari suatu lembaga sekolah yang mengelola bahan-bahan pustaka,
baik berupa buku-buku yang diatur secara sistematis menurut aturan
tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan
membantu siswa dan guru-guru dalam proses belajar-mengajar di

sekolah.

Fungsi Perpustakaan Sekolah

American Library Association menyatakan bahwa ‘Perpustakaan
sekolah berfungsi membantu program pendidikan pada umumnya, serta
sesuai dengan tujuan kurikulum masing-masing. Mengembangkan
kemampuan siswa menggunakan sumber informasi. Bagi guru,

perpustakaan sekolah merupakan tempat untuk membantu guru

41 DEPDIKNAS, “Standar Nasional Indonesia 7329:2009 Tentang Perpustakaan Sekolah”, Badan
Standarisasi Nasional, Jakarta, 2009.
42 |brahim Bafadal, “Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Cet 4”, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal :

4-5.
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mengajar, juga tempat bagi guru untuk memperkaya pengetahuan. Hal ini
karena perpustakaan melayani dua masyarakat, yaitu siswa dan guru.*?

Perpustakaan sekolah sebagai perlengkapan pendidikan yang

merupakan bagian yang terpadu dalam sistem kurikulum mempunyai
tugas:

1. Menyerap dan menghimpun informasi guna kegiatan belajar dan
mengajar.

2. Mewujudkan suatu wadah pengetahuan dengan aadministrasi
dan organisasi yang sesuai, sehingga ~memudahkan
penggunanya.

3. Menyediakan sumber-sumber rujukan yang tepat guna untuk
kegiatan konsultasi bagi pengajar dan pelajar.

4. Menyediakan bahan-bahan yang bermanfaat bagi kegiatan
rekreatif yang berkaitan dengan bidang budaya dan dapat
meningkatkan selera serta meningkatkan daya kreatif.

5. Melaksanakan layanan perpustakaan yang sederhana, mudah
dan menarik, sehingga pengajar dan pelajar tertarik dan dapat
menjadi terbiasa dalam menggunakan pepustakaan.**

Sedangkan Lasa HS membagi fungsi perpustakaan sekolah sebagai

media pendidikan, tempat belajar, penelitian sederhana, pemanfaatan

informasi, kelas alternatif, dan sumber informasi.

43 American Library Association, “ALA World Encyclopedia of Library Information Services”, ALA,
USA, 1986.

44 perpustakaan Nasional, “Perpustakaan Sekolah: Petunjuk untuk Membina, Memakai, dan
Memelihara Perpustakaan di Sekolah”, Perpustakaan Nasional R, Jakarta, 1994.
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Pendidikan

Bahan informasi yang dikelola perpustakaan dapat berupa
buku teks, majalah, buku ajar, buku rujukan, kumpulan soal,
film, globe, dan lainnya. Bahan-bahan ini dimanfaatkan dalam
aktivitas sekoalh sebagai proses pendidikan secara mandiri. Para
guru bisa memperoleh materi yang akan disampaikan kepada
siswa. Para siswa pun bisa memperoleh bacaan sebagai bentuk
pengembangan diri. Mereka bisa memilih bacaan-bacaan yang
disukai.
Tempat Belajar

Di perpustakaan sekolah, para siswa dapat melakukan
kegiatan belajar mandiri atau belajar kelompok. Mereka bisa
membentuk grup-grup diskusi. Untuk itu, perpustakaan sekolah
disediakan ruang untuk diskusi kelompok. Siswa-siswa yang
ingin menggunakan ruangan dapat mendaftarkan diri terlebih
dahulu.
Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam memperlancar proses belajar-mengajar, perlu
pemanfaatan teknologi informasi. Akan lebih pas apabila
perpustakaan sekolah dimanfaatkan sebagai media aplikasi
teknologi informasi dalam alih dan pengembangan ilmu
pengetahuan. Perpustakaan sekolah perlu menyediakan internet,

pangakalan buku dalam bentuk CD, penyediaan buku elektronik
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(e-books), jurnal elektronik (e-journal), ensiklopedi elektronik,
dan lainnya.
4. Kelas alternatif
Dalam penataan ruang, perpustakaan sekolah perlu adanya
ruangan yang difungsikan sebagai ruang kelas. Ruangan ini
dapat digunakan sebagai ruang pertemuan dan kelas cadangan
untuk mata pelajaran tertentu
5. Sumber informasi
Melalui koleksi perpustakaan sekolah, para civitas sekolah
dapat menemukan informasi tentang orang-orang penting di
dunia, peristiwa, geografis, literatur, dan informasi lain.
Sumber-sumber informasi bisa didapat melalui kamus,
ensiklopedi, handbook, alamanak, indeks, sumber geografi,
bibliografi, buku tahunan, dan internet. Oleh karena itu,

perpustakaan sekolah harusnya menyediakan fasilitas internet.*

Yusuf dan Suhendar dalam (Andi Prastowo), mengungkapkan secara
lebih lengkap dan detail bahwa fungsi umum perpustakaan sekolah
meliputi edukatif, informatif, rekreasi, dan riset atau penelitian sederhana

yang terinci sebagai berikut*¢:

45 Lasa HS, “Manajemen Perpustakaan Sekolah”, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hal : 18.
46 Andi Prastowo, “Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional”, Diva Press, Yogyakarta, 2012,
hal : 53-58.
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Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif bermakna bahwa perpustakaan sekolah
diharapkan dapat membiasakan siswa secara mandiri tanpa
bimbingan guru, baik secara individual maupun kelompok.
Keberadaan perpustakaan sekolah juga dapat meningkatkan
minat membaca siswa.
Fungsi Informatif

Ini sangat berhubungan erat dengan mengupayakan
penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat “memberi tahu”
tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan para
siswa dan guru untuk memberikan informasi atau keterangan
yang diperlukan oleh siswa.
Fungsi Rekreasi

Sebagai pusat rekreasi, perpustakaan berfungsi sebagai
sarana yang menyediakan bahan-bahan yang mengandung unsur
hiburan yang diharapkan timbul ide-ide baru yang sangat
bermanfaat bagi pengembangan daya kreasi para pemakai
perpustakaan sekolah.
Fungsi Riset atau Penelitian Sederhana

Maksud dari fungsi ini adalah koleksi perpustakaan
sekolah bisa dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya
kegiatan penelitian sederhana. Segala jenis informasi disimpan

di perpustakaan ini.
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5. Fungsi Tanggung Jawab Administratif
Fungsi ini termasuk penerapan sanksi terhadap siswa yang
terlambat mengembalikan buku. Begitu pula bagi yang
meminjam dan menghilangkannya. Semua ini, selain untuk
melatih dan mendidik siswa untuk bertanggung jawab, juga
untuk melatih membiasakan mereka bersikap dan bertindak
secara administratif.

Berdasarkan beberapa deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa
sebuah perpustakaan sekolah tentunya harus memiliki kelima fungsi
diatas, agar organisasi perpustakaan sekolah dapat melakukan visi, misi,
dan fungsinya sebagai sarana penunjang belajar yang efektif, dan juga
memberikan dampak yang positif terhadap proses pembelajaran dan
perkembangan siswa secara aktif dalam bertukar pikiran, informasi,

interpretasi, dan juga kerjasama.

Unsur-Unsur Perpustakaan Sekolah
Unsur-unsur perpustakaan sekolah bisa dijabarkan sebagai berikut:
1. Pengguna.
2. Koleksi.
3.  Sumber Daya Manusia.
4. Sistem dan Manajemen Perpustakaan.
Sistem-sistem dan manajemen perpustakaan meliputi:

e Sistem simpan dan temu kembali informasi.
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e Sistem layanan baca.

e Sistem layanan pinjam.

e  Tata tertib perpustakaan.

e Manajemen koleksi.

e Manajemen sarana prasana.

e Manajemen anggaran dan keuangannya.

e Manajemen SDM.

e Manajemen kerjasama komunikasi dan koordinasi.

5. Sarana Prasana.?’

Sebuah rencana pendanaan yang matang akan membantu kita
meyakinkan dewan sekolah atau pemilik sekolah untuk menyetujui dan
juga sebagai bukti akuntabilitas dari program-program perpustakaan, dan
langkah selanjutnya apabila sudah disetujui, maka tugas dari pengelola
perpustakaan untuk merancang dan mengawal penggunaan dan yang
sudah diajukan. Selain itu kegiatan pendanaan ini sangat erat kaitannya
dengan sebuah kegiatan pengadaan. Pengadaan di perpustakaan dapat
meliputi pengadaan koleksi, fasilitas, ruangan, alat, maupun yang
lainnya.

Di masa sekarang ini, informasi sudah sangat cepat beredar dan
begitu pula sangat mudah mendapatkannya, teknologi informasi
berkembang megikuti tren yang beredar di masyarakat, perubahan

budaya, cara penelusuran informasi melalui membaca buku bergeser

47 Sudarnoto Abdul Hakim, ed., “Pengantar Manajemen Perpustakaan Madrasah”, Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, Jakarta, 2005, hal : 40-44.
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menjadi budaya online browsing informationatau penelusuran informasi
secara online. Hal ini memang mempunyai segi positif, yaitu
meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi
informasi, namun bila dilihat dari dampak negatifnya, ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan kaitannya dengan perpustakaan, yakni:

e Kurangnya minat membaca buku.

e Manipulasi data.

e Berkurangnya minat kunjungan ke perpustakaan sekolah.

e Timbulnya pola belajar instan, tanpa membaca buku.

e Tidak optimalnya penerapan manajemen pada perpustakaan

sekolah.

Definsi Pengelolaan Perpustakaan Sekolah

Ibrahim Bafadal mendefinisikan pengelolaan perpustakaan sekolah
sebagai “Segenap usaha pengkoordinasian segala kegiatan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah”.*®

Tugas pokok dari perpustakaan sekolah menurut Noerhayati S
adalah “The preservation of knowledge, artinya mengumpulkan,
memelihara dan mengembangkan semua ilmu pengetahuan/gagasan
manusia dari zaman ke zaman”.* Dalam proses kerjanya, unit-unit kerja

yang paling tampak adalah unit pelayanan teknis dan unit pelayanan

48 |brahim Bafadal, “Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Cet 4”, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal :

09.

4% Noerhayati S, “Pengelolaan Perpustakaan”, Alumni, Bandung, 1987, hal : 50.
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pembaca, sedangkan unit tata usaha kurang tampak karena sifat
pelayanan atau services work yang melayani pekerjaan-pekerjaan
operatif. Tetapi tata usaha tidak mengabaikan dan merupakan titik temu
dari tata hubungan ke dalam dan ke luar. Pekerjaan tersebut diperlukan
dimana-mana, baik oleh pemimpin, maupun unit kerja terbawah dari
satuan organisasi.

Menurut The Liang Gie bahwa, “Terdapat tiga peranaan pokok tata
usaha, yaitu: tata usaha itu melayani pekerjaan-pekerjaan operatif untuk
mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan keterangan-
keterangan bagi puncak pimpinan organisasi untuk membuat keputusan
atau melakukan tindakan yang tepat, dan membantu kelancaran pekerjaan
organisasi sebagai suatu keseluruhan”.>°

Sedangkan Noerhayati S berpendapat bahwa “Tata laksana kerja
pelayanan teknis meliputi pembinaan koleksi, inventarisasi, klasifikasi,
katalogisasi, dan pemeliharaan koleksi. Tata laksana kerja pelayanan
pemakai/pembaca meliputi sirkulasi koleksi, pelayanan referensi,
pendidikan pemakai dan desiminasi (penyebar luasan)informasi”.>!

Proses kerja unit teknis dengan unti pelayanan pembaca

berhubungan sangat erat. Proses kerja unit pelayanan pembaca tidak

dapat berjalan tanpa proses kerja unit pelayanan teknis. Ibrahim Bafadal

50 The Liang Gie, “Administrasi Perkantoran Moodern jilid II”, Radya Indria, Yogyakarta, 1970, hal :

19.

5! Noerhayati S, “Pengelolaan Perpustakaan”, Alumni, Bandung, 1987, hal : 117-122.
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menjelaskan tata urutan kerja pelayanan teknis dan pelayanan pembaca

sebagai berikut®?:

Gambar 2 : Tata Kerja Pelayanan Teknik dan Pelayanan
Pembaca
f PENGADAAN
INVENTARISASI
Unit
KLASIFIKASI
Pelayanan<
| | | |
Teknis Katalogi Pembuatan Pembuatan Pembuatan Slip Pembuatan
sasi Label Kartu Tanggal Kantong
Buku Buku Buku
K |
Penyusunan
[ [ | | |
Unit Melayani Melayani Bimbingan Pembinaan Bantuan
Peminja Pengemba Membaca Minat Baca Informasi
Pelayana man lian
Pembaca

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

perpustakaan sekolah berarti segenap usaha pengkoordinasian segala

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan

52 |brahim Bafadal, “Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Cet 4”, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal :

15.
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sekolah. Pengelolaan perpustakaan sekolah dikatakan efektif apabila
menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran siswa dan

menunjang tercapainya tujuan sekolah.

C. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Berbasis Sistem Manajemen Mutu

ISO

ISO 9001:2000 (Quality Management System-Requirements) ditujukan
untuk digunakan dalam organisasi manapun yang merancang, membangun,
memproduksi, memasang dan/atau melayani produk apapun atau memberikan
bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus
dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh
kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten
memenuhi permintaan pelanggan tersebut.

Standar Nasional Indonesia (SNI), SNI 19-9000-2009 juga mengatur
tentang pengelolaan perpustakaan sekolah. Standar Nasional Indonesia (SNI)
yang mengatur tentang perpustakaan sekolah disebut SNI 7329:2009. SNI
7329:2009 dengan judul Perpustakaan Sekolah dimaksudkan untuk
menyediakan acuan tentang manajemen perpustakaan yang berlaku pada
perpustakaan sekolah baik negeri maupun swasta yang meliputi pendidikan
dasar dan pendidikan menengah.>?

Perpustakaan sekolah sebagai salah satu Unit Kerja yang memberikan

pelayanan informasi kepada anggota perpustakaan dengan mengutamakan

53 Badan Standarisasi Nasional, “Standar Nasional Indonesia : Sistem Manajemen Mutu”, 08
Desember 2016, Jam 10:25 WIB, http://bpsmph.org/wp-
content/uploads/2016/04/sni_is09001 2008.pdf
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kepuasan pelanggan/anggota. Lasa HS berpendapat, “Perpustakaan dapat
dikategorikan sebagai organisasi dalam kelompok Environmental Serving
Organization (ESO), sebagai mana Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, maupun
badan pemerintahan”.>*

Sistem Manajemen Mutu merupakan pendekatan yang sistematis, praktis,
dan strategis, yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan. Hal
ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengendalikan kualitas. Oleh karena itu,
perpustakaan sebagai lembaga penyedia jasa perlu mengimplementasikan
sistem manajemen mutu untuk mengendalikan kualitas jasa.

Pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik akan meningkatkan kualitas
pelayanan, sehingga kualitas warga sekolahpun semakin meningkat.
Pengelolaan perpustakaan sekolah harus benar-benar diperhatikan dari mulai
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh aspek
sehingga perpustakaan dapat berperan dengan optimal.

Peran perpustakaan adalah melayani warga sekolah terhadap kebutuhan
sumber belajar dan layanan informasi. Perpustakaan sekolah akan
memberikan peran yang optimal apabila fungsi perpustakaan dapat tercapai.

Adapun fungsi perpustakaan menurut Noerhayati adalah sebagai
berikut>>:

1. Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana penunjang

pendidikan.

54 Lasa HS, “Manajemen Perpustakaan Sekolah”, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hal : 50.
55 Noerhayati S, “Pengelolaan Perpustakaan”, Alumni, Bandung, 1987, hal : 16.
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2. Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana proses belajar

mengajar.

3. Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai tempat penanaman dan

pembinaan minat baca.

4. Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai tempat penanaman disiplin,

tempat rekreasi, dan penelitian.

Tenaga perpustakaan dan warga sekolah harus memahami bahwa ketika
sekolah sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000, maka segala macam
pelaksanaan manajemen sekolah berpedoman pada persyaratan-persyaratan
yang ada dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000.

Perpustakaan harus memenuhi Standard Operating Procedure (SOP)
yang telah ditetapkan di sekolah. Menurut Rudi Suardi, “Organisasi harus
merencanakan dan melaksanakan produksi dan penyediaan jasa yang memuat
tentang penyediaan informasi yang menggambarkan bentuk atau karakteristik
suatu produk, penggunaan peralatan yang sesuai, penyediaan sarana
pemantau dan pengukuran (evaluasi), serta penerapan pemantauan dan
pengukuran (evaluasi)”.>¢

Sumber daya manusia di sekolah juga harus berperan dalam
mendayagunakan perpustakaan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab
terhadap keberadaan sekolah, karena berhubungan erat dengan proses belajar
mengajar. Sedangkan petugas perpustakaan bertanggung jawab penuh

terhadap penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Dengan kerja sama antara

%6 Rudi Suardi, “Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Penerapannya Untuk Mencapai TQM”,
PPM, Jakarta, 2003, hal : 107.
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kepala sekolah, petugas perpustakaan dan seluruh warga sekolah, akan
mendorong kemajuan daya guna perpustakaan.
Berikut ini merupakan gambar untuk memperjelas dan mempertajam dari

kerangka pikir yang telah diuraikan di atas sebagai berikut:

Pengelolaan
Perpustakaan

A 4 \ 4 A A 4

Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan

Perpustakaan dapat memberikan fungsi/peran bagi
anggotanya, yaitu :

1. Sebagai sarana penunjang pendidikan.

2. Sebagai sarana proses belajar mengajar.

3. Sebagai tempat penanaman dan pembinaan minat
baca.

4. Sebagai tempat penanaman disiplin, tempat
rekreasi, dan penelitian.

Gambar 3: Skema Kerangka Pikir




